STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP )
KEGIATAN PENTAATAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
BAHAN LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI BALI

DASAR HUKUM

1.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

Undang-UndangNomor 32 Tahun 2009
tentangPerlindungandanPengelolaanLingkunganHidup

Undang-UndangNomor 18 tahun 2008 tentangPengelolaansampah
Undang-UndangNomor 26 Tahun 2009 tentangPenataanRuang

Undang-UndangNomor 5 Tahun 1990
tentangKonservasiSumberDayaAlamHayatidanEkosistemnya

Undang-UndangNomor 7 Tahun 2004 tentangSumberDaya Air
PeraturanPemerintanNomor 18 Tahun 1999
tentangPengelolaanLimbahBahanBerbahayadanBeracun

PeraturanPemerintahNomor 19 Tahun 1999
tentangPengendalianPencemarandan/atauPerusakanLaut

PeraturanPemerintahNomor 41 Tahun 1999 tentangPengendalianPencemaranUdara
PeraturanPemerintahNomor 82 tahun 2001 tentangPengelolaanKualitas  air
danPengendalianPencemaran Air

Peraturanpemerintannomor 27 tahun 2012 tentangljinLingkungan
PeraturanMenteriLingkunganHidupNomor 01  Tahun 2010 tentang  Tata
LaksanaPengendaliandanPencemaran Air

PeraturanMenteriLingkunganHidupNomor 06 Tahun 2009
tentangLaboratoriumLingkunganHidup

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2005
tentangPengendalianPencemarandanPerusakanLingkunganHidup

PeraturanGubernur Bali Nomor 8 Tahun 2007 tentang Baku
MutuLingkunganhidupdanKreteria Baku KerusakanLingkunganHidup
SuratKeputusanGubernur Bali Nomor ...../04-B/HK/2016 Tanggal ......... 2016

TentangPembentukandanSusunanKeanggotaan Tim PentaatanHukumLingkunganHidup.

KETERKAITAN



1. StandarOperasionalProsedur (SOP) PengawasandanPengendalian

2. StandarOperasionalProsedur (SOP) Pelayanan UPT LaboratoriumLingkunganHidup.

I11. PERINGATAN
1. Kompetensipersonil
2. Data yang diperolehtidak valid

3. Kurangnyaefisiensikerja

IV. KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Penasehat : Sekretaris Daerah Provinsi Bali.

2. Penanggungjawab : KepalaBadanLingkunganHidupProvinsi Bali.

3. Ketua : KepalaBidangPenegakan , BadanLingkunganHidup
Provinsi Bali.

4. Sekretaris : Kepala Sub BidangPentaatanHukumLingkungan,
BidangPenegakanHukum, BadanLingkunganHidup
Provinsi Bali.

5. Anggota : a. StafPusatPenelitianLingkunganHidup,

UniversitasUdayana.
b. Kepala Seksi PenyehatanLingkunganBidang
Bina PP & PL DinasKesehatanProvinsi Bali.
c. PenyuluhPerindagMadyaDinasPerindustriandanPerdaga
nganProvinsi Bali
d. KepalaSeksiPengendalian Usaha SaranaPariwisata,
DinasPariwisataProvinsi Bali
e. KasubidPengaduanMasyarakatBadanLingkunganHidup
Provinsi Bali

V. PERALATAN/ PERLENGKAPAN
1. Data usaha/kegiatan yang ada.
2. SuratPemberitahuan /JadwalPembinaandanevaluasi.
3. SuratTugas.
4. Form PembinaandanEvaluasi
5. Alat-alatuntukPengambilansampel air limbah.
VI. PENCATATAN DAN PENDATAAN



1. Data Isian Form Pembinaan.
2. Data HasilPengujianSampel air limbah

3. Data isianHasilEvaluasi



Vil. TAHAPAN DAN WAKTU PELAKSANAAN

N Tahapan WaktuPelaksanaan

0 Ja | Pe | Ma | Ap | Me [ Jun | Jul | Ags | Sep | Ok | No | De
n b r r i i i t t t p S

1. | Pembuatan SK Tim PentaatanHukumLingkunganHidup -

2. | SuratPemberitahuan/ jadwalpembinaan

3. | Pembinaankeusaha/kegiatan

4. | Pengambilnsampel

5. | Evaluasikeusaha/kegiatan

6 | Rapatevaluasi dg Tim

7 | PenetapanhasilEvaluasikepadaGubernurdanDitetapkandenganGuber

8 gzayampaianHasiIEvaIuasikepadaKabupaten/Kota

9. | Laporankegiatan







